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P U T U S A N
Nomor: 89/Pdt.G/2013/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada 

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur  34 tahun, Agama  Islam, Pekerjaan  Tani, Pendidikan  SMP, tempat 

tinggal Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon;

L A W A N

Termohon, umur  28 tahun, Agama  Islam, Pekerjaan  Urusan Rumah Tangga, Pendidikan  

SD, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai 

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 1 Pebruari  

2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 89/

Pdt.G/2013/PA.Rgt tanggal 1 Pebruari  2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal  24 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan  Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku 

Kutipan Akta Nikah Nomor:  …………………., tertanggal  05 April 2005;

2.  Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon 

berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri 

dengan bertempat tinggal di  rumah orangtua Termohon di Desa ............ selama lebih 

kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa ........... sampai pisah;
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4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai  seorang anak 

bernama: 

a. Anak, lahir tanggal 13 Maret 2007;

 Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, 

namun semenjak   antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan:

a) Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh 

persoalan-persoalan kecil;

b) Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon, dan Termohon sering 

pergi dengan laki-laki lain;

c) Termohon seorang isteri yang egois dan mau menang sendiri;   

6.  Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 

bulan Januari 2013 dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat 

kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Termohon, sejak itu antara Pemohon 

dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan 

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak 

keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa 

menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana 

tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk 

bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan 

Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan 

memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap 

Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
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3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan 

yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, 

Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah 

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau 

kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak 

ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha 

menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang 

harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat permohonan 

Pemohon dibacakan di persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti tertulis berupa:

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI. No. ……………. yang dikeluarkan 

DISDUKCAPIL Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 14 Mei 2012 yang telah 

dinazegelen oleh Kantor Pos dan dilegalisir oleh Penitera Pengadilan Agama 

Rengat, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti 

P.1;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: …………… yang dikeluarkan pada tanggal 

15 Pebruari 1996 oleh KUA Kecamatan Batang Gansal yang telah dinazegelen di 

Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah 

dicocokkan oleh Ketua Majelis Hakim dengan aslinya. Selanjutnya alat bukti 

tersebut diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 

dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi I, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai 

berikut:

• Saksi adalah paman Termohon;

• Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri 

yang menikah tahun 2005, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
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• Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang 

sekarang hidup bersama dan dalam asuhan Pemohon;

• Setahu saksi, awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, 

namun sekarang sejak 2 bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi di mana 

antara Pemohon dan Termohon sudah saling diam dan tidak berkomunikasi 

layaknya suami istri;

• Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan 

Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

• Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu, 

Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah 

orangtuanya dan tidak  pernah kembali lagi;

• Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan 

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai 

berikut:

• Saksi adalah saudara angkat Pemohon;

• Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri 

yang menikah tahun 2005, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

• Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang 

sekarang hidup bersama dan dalam asuhan Pemohon;

• Setahu saksi, awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, 

namun sekarang sejak 2 bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi di mana 

antara Pemohon dan Termohon sudah saling diam dan tidak berkomunikasi 

layaknya suami istri;

• Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan 

Termohon, hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak patuh pada 

suaminya, Termohon sering bepergian dengan laki-laki lain;

• Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu, 

Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah 

orangtuanya dan tidak  pernah kembali lagi;

• Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan 

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan 

Termohon tidak bisa dikonfirmasikan karena tidak hadir;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan 

yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin 

menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita 

Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana 

yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang 

lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun 

oleh karena permohonan Pemohon beralasan, maka sesuai pasal 149 RBg, permohonan 

Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha 

mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tidak dapat 

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar 

bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 

ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi 

Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di 

persidangan, serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terbukti bahwa Pemohon dan 

Termohon masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah 

bahwa sejak beberapa bulan terakhir, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak 

harmonis, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan puncaknya, 

perselisihan itu menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 

Januari 2013 hingga saat perkara ini diajukan;
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Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon tersebut dikuatkan oleh 

keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan 

mana satu sama lain terdapat persesuaian dan saling mendukung, oleh karena itu dapat 

dijadikan bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh 

saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan 

Termohon telah terjadi perselisihan suami istri, yang mana wujud perselisihan tersebut 

tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik, tapi dapat berupa segala sesuatu yang 

menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga 

tersebut tidak mungkin untuk disatukan lagi (on heel baare twees palt), hal ini terindikasi 

dari kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 

hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga tidak akan terwujud. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat 

bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membina keluarga bahagia dan 

sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi. Maka berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

bercerai dengan Termohon karena pemohonan Pemohon dipandang telah memenuhi 

ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil firman 

Allah SWT yang berbunyi:

يمٌ ِ ل يعٌ عَ هَ سَمِ � إنِ� الل لاقَ فَ عزََموُا الط� وإَنِْ 

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. Al-Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban menyampaikan salinan 
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putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan 

ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 

89 (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan 

kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari’at 

yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i 

terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Rengat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan 

Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Batang Gansal, untuk pencatatan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 

451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, oleh H. Armansyah, Lc., MH, sebagai Ketua 

Majelis, serta H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI. dan Tibyani, S.Ag. sebagai Hakim 

Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk 

umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hertina, BA., 

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

                                                   ttd.

                                        H. Armansyah, Lc., MH.

Hakim Anggota,                                           Hakim Anggota, 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

    ttd. ttd.

H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI.           Tibyani, S.Ag.

                                          Panitera Pengganti,

                                 ttd.

                                                              Hertina, BA.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Rp.   30.000,-

Administrasi Rp.   50.000,-

Panggilan Rp  360.000,-

Redaksi Rp.     5.000,-

Materai Rp      6.000,-

J u m l a h Rp  451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya ;
Panitera Pengadilan Agama Rengat,

Drs. BULGANI
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